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ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Tujuan Analisis dan Evaluasi
Analisis dan Evaluasi Hukum ini bertujuan

Menclaah, mengkayn, menyehdiki, meninjau, memenksa, mengaudit, atau
menila: pasal-pasal atau substansi dari Peraturan Perundang-undangan
stau produk hukum lainnya, dalam hal int Peraturan Bupau Nomor 56
Tahun 2019 tentang Besaran Penghssilan Pemerniniahan Desa dan
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dilakukan 2 |dua)
kali Perubahan yaitu Peraturan Bupau Nomor B0 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan Pemenntahan Desa dan Tunjangan Badan Permusyvawaratan
Desa dan Peraturan Bupatu Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemenntahan
Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengetahui sejauh mana tingkat kesclarasan peraturan vang dianalisis
dan dievaluasi terhadap peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi, kesesualannya dengan dinamika hukum dan keburuhan hukum
terkini, maupun mengetahu ketercapaian hasil dan efektivitas peraturan
dimaksud, mengetahui dampak {(kemanfaatan dan beban) a1as peraturan
dimaksud, dan selanjutnya membuat saran rekomendasi vang
diperiukan.

B. Latar Belakang

Latar belakang pembenan unjangan kepada Badan

Permusyarwaratan Desa (BPD) berakar pada pengakuan BPD sebagai
lembaga yang melaksanakan fungsi pemenntahan di desa dan kebutuhan
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka secara profesional.
Beberapa point utama yang melatabelakangi pemberian tunjangan BPD
meliputs ©

1.

Pengakuan sebaga: Pelnksana Fungs: Pemenntahan

BPD diakui sebagai mitra pemerintah desa vang memiliki fungsi pentung
scperti membahas dan menvepakati rancangan peraturan desa bersama
kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masvarakat desa



serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pemberian tunjangan
int dimaksudkan untuk menghargai peran dan tanggung jawab tersebut.

2. Dukungan Operasional dan Peningkatan Kinerja.

Tunjangan diberikan untuk mendukung biaya operasional yang timbul
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD termasuk rapat rapat,
kunjungan lapangan dan kegiatan lainnya, adanya dukungan finasila ini
di harapkan dapat meningkatkan motivasi dan profesionalisme anggota
BPD dalam menjalannkan tugas mereka.

Kesetaraan dan Keadilan.

Pemberian tunjangan ini merupakan bagian upaya untuk memastikan
adanya kompensasi yang lavak bagi semua pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa setara dengan penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang disesuaikan
berdasarkan kedudukan | Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan
sesuai kemapuan desa,

Landasan Hukum terkait pemberian tunjangan didasari olch:
Undang - Undang Nomor 3 tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 tahun 2019 dan juga Pemerintah Kabupaten Bangka jga telah
membentuk Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang pengelolaan
Keuangan Desa. Dan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang
Besaran penghasilan pemerintahan Desa dan Tunjangan BPD Beserta
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019,

C. Isu/Permasalahan

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebenarmya telah dua Kali

mengalami Perubahan yaitu Perubahan Pertama adalah Peraturan Bupati
Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa, Perubahan Kedua adalah PeratBerdasarkan uraian
pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar
pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa yaitu sebagai berikut:

1.

3.

Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD
beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2019 apakah saat ini masih sejalan dan selaras dengan
peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi di atasnya?

Bagaimana efektivitas dan dampak (kemanfaatan dan beban) atas
pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusvawaratan
Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2019

Apa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan terhadap Peraturan
Bupati Nomor 56 tshun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah
Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa beserta Perubshan
Pertama dan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun




C.

4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwugjudkan, ruang lingkup
pengaturan jungknuan dan armh pengaturan Rancangan Peraturan Bupati
Bangka ini.

Metode Yang Digunakan

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam laporan
ini dilakukan dengan Metode Analisis dan Evaluasi 6 (Enam) Dimensi,
yang di dalamnya terdapat variabel-varisbel dan indikator pentlaian yang
telah ditentukan, yang nantinya digunakan untuk menganalisis dan
mengevaluasi peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), analisis diartikan scbagai penyelidikan terhadap suatu
peristiwa untuk mengetahul keadasn yang sebenarnva (sebab musabab,
duduk perkaranya, dan scbagainys) sedangkan evaluasi diartikan sebagu:
penilainn atau memberikan penilaian.

Adapun 6 {enam)| dimensi tersebut yaitu:

Dimensi Pancasila;

Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

Dimensi Disharmoni Pengaturan;

Dimensi Kejelasan Rumusan;

Dimensi  Kesesuaian Asas  Bidang Hukum Peraturan  Perundang-
undangan yang Bersangkutan;

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Secara detail, variabel-variabel dan indikator penilaian pada Metode
Analisis dan Evaluasl 6 (Enam) Dimensi dapat dilihat dalam Pedoman
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Badan Pembinsan Hukum
Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 dan
Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan
Dacrah Nomor: PHN-HN.01,03-08 tanggal 31 Desember 2019,

e

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedun Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat
dikatakan bahwa kegiatan Evaluasi peraturan perundang undangan
merupakan bagian dan kegiatan Pemantavan dan Peninjauan sebagaimana
discbutkan dan diatur dalam Pasal | angka 14, serta Pasal 95A dan Pasal
958 dalam Undang-Undang tersebut,

Hasil Analisis dan Evaluasi

Sesuai dengan pedoman analisis dan evaluasi yang ada, setiap
pembentukan peraturan  perundang-undangan  harusiah  mempedomani
sistematika dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan vang
baik (asas formiil), serta asas-asas maten muatan peraturan perundang-
undangan (asas materiil] sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengun Undang-Undang




Nomor 13 Tahun 2022 tentong Perubanhan Kedun Atas Undong Undang
Nomwor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukon  Pernturnn  Perundang:
undangarn.

Pada intinva beberupa asas penting bk itu asas formill mavpun usas
materiil yang menjadi tolak ukur sebuah peraturan perundang undangan
dinntaranya: tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang:
undangan vang lebih tingei, mempunyal kejelosan twuan yvang hendak
dicapai, dapat dilaksanakun, serts berdayaguna don berbasilguna, dan asas-
asas lninnyn. Terkait dengan efektivitus, tentuny dengan  menggunakan
Metode Analisis dan Evaluas: 6 (Enam) Dimensi, vang salah satu dimensinya
adalah Dimensi Efcktivitas Pelaksanaan Peraturnn Perundong undangan,
makn dari sckian banyvak variabel dan indikator-indikatornyn maka pada
akhirnya dapat dikatakan mengerucut kepodn tnjauan babiwa salah saru
cara esensial yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian efektivitasnya
adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dan pembentukan
suntu produk hukum telnh dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak.
Jika majuan vang menjadi dasar darn pembentukun suatu produk hukum
tersebut telah dapat diwwudkan dalam kenvatasn maka dapal dikatakan
implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efekif. Sedangkan jika
tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut
belum /tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari
hukum tersebut belum cukup efektif, vang dapat disebabkan masih adanya
kesenjangan antara tujuan yvang dicita-citakan (Law in book} dengan
kenvataan di masyarakat (Law in action).

1. Analisis dan Evaluasi dari sudut pandang Evaluasi 6 (Enam) Dimensi.

Agar analisis dun evaluasi pasal pasal dan hasil klasifikns: peraturan
perundang-undangan  dapat  menyeluruh  dan  komprehensil  maka
peraturan tersebut perlu dianalisis dan dievaluast dengan variabel-
variabel dan indikator penilman pada Metode Analisis dan Evaluasi 6
{(Enam) Dimensi. Selain dilakukan untuk mengetahul sejauh mana
tingkat keseclarasan peraturan yang dianalisis dan dicvaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang lebih tingg sebagaimana ketentuan
sistematika dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan vang
baik, serta asas-nsas materi muatan peraturan perundang-undangan
yang baik, maka analisis dan cvaluasi ini juga dilakukan untuk
mengidentifikasi seberapa jauh kesesuaian peraturan tersebut dengan
kondisi dinamika hukum dan kebutuhan hukum terkini.

5. Hasil analisis dan evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019
tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan
Permusyawaratan Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubahan
Kedua Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019,

TABEL 1. Lembar Kerja Matrix Evalussi 6 (enam) Dimensi
sebagaimana TERLAMPIR.

II. Ketercapaian hasil dan efektivitas, dampak (kemanfaatan dan beban)
atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan




Desa beserta Perubahan Pertama dan Perubaban Kedua peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2019.

1. Sejak terbitnya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 (entang Besaran
Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjungan Badan Permusyawaratan
Desa.

, Kabupaten Bangka telah melakukan perubahan Peraturan Bupau
Nomor 56 Tahun 2019 scbagai landasan hukum untuk menyusun
APBDesa di Linglkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka yaitu
Sesuai Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31
Desember 2019 dan Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Nomor: PHN-HN.01.03-08 tanggal
31 Desember 2019, pada dimensi Efcktivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan ada beberapa variabel yang dapat digunakan dan
total 19 (sembilan belas) Variabel untuk menilai elektlivitas atas suatu
pelaksanaan peraturan perundang undangan yang meliputi

1. Aspek terlaksana operasional atau tidaknya peraturan;

2. Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratiof;

3. Aspek relevansi tidaknya peraturan tersebut dengan situasi saat ini;
4.  Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional;

5. Aspek kekosongan pengaturan,

6. Aspek koordinas: kelembagnan/tata organisasi;

7. Aspek Sumber Daya Manusia;

8. Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana,

9.  Aspek Budaya Hukum;

10. Aspck akses informasi masyarakat;

11. Aspek penegakan hukum;

12, Aspek partisipasi masyarakat;

13. Aspek standar operasional peluksana;

14, Aspek teknologi penunjang pelayanan;

15. Aspek pelayanan dan batasan waktu;

16, Aspeck Public Compliant,

17. Aspek pengawasan;

18, Aspek ketercapaian hasil; dan/atau

19. Aspek dampak pelaksanaan pernturan,

Dari hasil penelusuran data lapangan dapat diketahui ketercapaian hasil

dan efektivitas serta hambatan penerapannys sebagai berikut:

1. Dari segi aspek ketercapaian hasil pencrapan Norma, aspek relevansi
tidaknya peraturan terscbut dengan situasi saat ini, dan aspek
terlaksana operasional atau tidaknya peraturan, Perbup ini
merupakan upaya mewujudkan profesionalisme kinerja BPD dan
kescjahteraan aparatur pemenntah desa yang nampak sekali masih
relevan dan operasional atas peraturan ini terlnksana secara nyata.

2. Dari segi aspck partisipasi masyarakat, aspek koordinasi
kelembagaan/tata organisasi, Aspek Sumber Daya Manusin vang
melaksanakannya, Perbup ini juga secara nyata cukup efektif dalam
mendorong dan meningkatkan capaian isentif atas peran aktif
mereka dalam pemerintahan dan pembangunan desa.




3. Untuk aspek ketercapaian hasil berupa implementasi atau capaian
Aparatur Pemerintah Desa dapat mempedomani sebagat  acunn
untuk menentukan besamn  penghasilan, tunjangan, dan
penerimaan lainnya yang sah bagi aparatur pemerintah desa.

4. Hasil pantauan aspck ketercapaian hasil berupa penambahan
tunjangan bagi aparatur pemerintah  desa  terkail tunjangan
penambahan penghasilan, maka perlu dimasukan dalam peraturan
kepala daerah dengan tujuan agar peningkatan kescjahtersun
aparatur desa dapat meningkat dan dapat memotivasi kinera
aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bangka,

Untuk dampak yang ditimbulkan, dan segi kemanfastannya maka
Peraturan Bupati ini sangat bermanfaat untuk membenikan pencgasan
dalam bentuk norma-norma yang mengatur besaran penghasilan
pemerintah desa dan tunjangan BPD. Tentunya ini adalah bentuk nyata
hadirnya Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Perlindungan,
Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Aparatur Desa scbagai
tanggung jawab negara terutamas Pemerintah Pusat dan termasuk juga
Pemerintah Daerah sebaagaimana diamanatkan di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Sedangkan dari segi beban, hanys muncul beban ringan dalam bentuk
perlunya penyediaan anggaran kKegiatan secara wajar atau proporsional di
Kabupaten Bangka untuk kebutuhan menentukan besaran besaran
penghasilan, tunjangan dan penerimaan laiinya yang sah bagi apratur
pemerintah desa.

6. Dari urnian-urmian singkat di atas, dapat diketahui bahwa sasaran utama
dan tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Pernturan Bupati
Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemenintah Desa dan
Tunjangan badan Permusynwarstan Desa,

, secara nyata telah dapat diwwjudkan secarn berkelanjutan, walaupun
masih mengalami hambatan-hambatan.

Selanjutnya, scbagaimana diatur dalam pedoman analisis dan evaluasi,
jika wijuan yvang menjadi dasar dan pembentukan suatu produk hukum
terschbut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan
implementasi dar ketentuan hukum tersebut telah efektif, schingga
dalam hal int dapat dinyatakan bahwa implementast Pernturnn Bupati No
48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa dan

Tunjangan badan Permusyawaratan Desa, iclah begalan dengan cukup
efektil.

E. Pembobotan dari Hasil Analisis dan Evaluasi
Pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dan satu peraturan perundang-
undangan secarn keseluruhan dalam naskah ini dilakulkan dengan Metode
Pembobotan Nilai Dimensi. Schagaimana diuraikan dalam  Pedoman
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dani Badan Pembinnan Hukum
Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.01,03-07 wnggnl 31 Desember 2019 dan




Petunjuk Tekma Evaluasi Peraturnn Perundung Undungan Tingkut Pusat dun
Dactnh  Nomor: PHN HIN.O1.03 08 tanggal 31 Desember 2019 Dulom
menyusun pembobotan ini penentuan kategon tindak lanjut int ditentukon
oleh aspek jumlah  pusal yung bermusalah,  sapek bobot nilai  dimensi
penilvn, dan nspek dampak yong ditimbulkan. Semakin banyak pasal ynng
bermasalah, besar nilsi bobot dimensinys  dan signifikan  dampak  yang
ditimbulkan, maks tindak lanjut dori rekomendasi semukin mengarah pada
Kategori yang sangat mendesuk. Aspek bobot nilan dimensi menggunakon
bantuan berupa Pembobotan Nilui 6 {enam) Dimens menggunakan tabel

Bobot nilwi Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam
dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobol
nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya, Sementara bobot nilag
yung moderat (nilai tengah) bernda pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan
Perundang undangan, Dimensi  Disharmoni, Dimensi Kesesuaian  Asas
Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan
Dimensi Efcktivitas Pelaksanann Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Nilai Bobot masing-masing 6 (enam) dimensi tersebut yaitu sebagai

berikut:

Dimensi Pancasila sebesar 30%;

Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan sebesar 10%,;

Dimensi Disharmoni Pengaturan scbesar 20%;

Dimensi Kejelasan Rumusan sebesar 10%,

Dimensi  Kesesuaian Asas  Bidang Hukum  Peraturan Perundang-

undangan yang Bersangkutan sebesar 10%,

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanann Peraturan Perundang-undangan scbesar
20%.

NnaLN-

Pa_l:amctcr Nilai Bobot Dimensi:

Kriteria Nila Dimensi SR
*"'xmm Bobot dalam Skala | Konversi Bobot dalam Skala
0-5 ~ 0-100
Temuan banyak, R
dampak besar S ey
[ Temuan sedikit, M - _4
dampak besar X ®
Temuan banyak, =
dampakkect | ° =
Temuan sedikit, 2 -
dampak kecil = o
Temuan sedikit, 1 b
dampak tidek ada 2
Tidak ado temuan 0 0
Keterangan mengenal Temuan:
1. Yang dimaksud dengan Temuan Banyak adalah: Jika jumlah temuan pasal berjumiah
10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada
2. Yang dimaksud dengan Temuan Sedikit adalah: Jika jumlah temuan pasal berjumlah
kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada




Keterangan mengenal Dampak yaitu:
1. Contoh dampak besar di nitacunyin (namun tdak terbutan pads|
a. temuan musalah dudam normis menyangkut prinsep/konsep dasar /jantung deri
Persturnn Perundang undampgan (PUUY domskwid; |
b. temunn masaloh menyangkut techambatoya implementas: dan /atau peneakan
hukum de lpangan,
e temuan mesilnh menyangkit hambatan begl pertumbuban perekonom un duerah;
d, tesmosan masalnh meoysngkul tidak dapat dilalnnnukantys program peierias
darrah;
e temuan masalah menynokat annman terhodop pertshinnan /kesmuarinn /hewetiatan
masvarakal [ kescgahternan manyarukat /kerusakan linghungin hicdup,
. pembebanan terhatap Anggaran Pendapeton dan Helanjs Irscrauh akotln sangat besar
din securn ferun menerus.
. A sebagninyin
2. Contoh dampak kecil di antarnnys (namun tiduk terbatas pada):
a. temunn manninh dedam porma thilak menysngkul peinsip/konsep dasat/ jentung dar
Pernturan Ferundang undangan (PUU) dimaksd;
b. temuan masalah tidak menghnmbat implementsnl don /atau penegakan hukum d
lapangan;
¢ temuan masalah tidak mengnkibatkan terhambatnyns pertumbuhan perekonoman
daerah;
d. temunn masalah tidak mengokibatkan terhambatnyn pelakssnann program prioritas |
daerah;
e temusn masalah tidak menyungkut sncman terhadap
pertahunan/ keamunnt/ keschatan masynrnkat/ kesejahiersan i
manyurukat ferusakan lingkungan hadup, J

L1 dan sebagainys

Selanjutnya towal pembobotan nilai 6 (enam) dimensi, dinkumulasikan ke
dalam kategorisasi Rekomendas: berdoasarkan Rentung Nila: Akhir nya,
c!ggt_g_q_n_\_ Parameler Ku(cgori Rekomendasi sehagal berikut:

Rentang Nilal AKHIR
(Hustl penjumlahan dart & Kategorl Rekomendas!
Dimen | |
Mimhanies — T P — =
Sangat Mendesak (Top Urgent):
70 8d. 100 Ihprioritaskan untuk segorn ditindakinnjut) peds tahun
anpsran benkatnya
Mendesak (Urgent): |
Perlu musuk dalaom Songhist /dafar rencana Program
4l ad 69 Pembentukin Peraturan Dacrals Jangks Menengah /
Program Leginlass Daerah (Prolegeds) untuk skala 5
Toahunan atau Program Penyusunan Perataran Kepals
Doerah 35 Tabun mendatang
Tiduk Mendosak (Less Urgent):
| wd 40 Musih dapet dipertnhanian nnmun menjadi catatan, jike
wkan disdalan perububnn
0 Tidak Ada Temuan (No Findings):
Twlak ada temunn yang perlu ditmedaldanguti

Kategori rekomendasi di atas dapal dijadikan patokan untuk menentukan
prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang undangan
apakah pada tuhun berulon, whun berikutnyn atau dimasukan dolom daftar
program perencanaan pembentukan peraturan perundang - undangan (sepert:
daftur  Program Pembentukan  Perda  (Propemperds)/  Progrum  Legislasi
Dacrah  (Prolegdn), Progrum Penyusunan Perkada dan lain sebagainya),
Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendas) evaluasi  dilakukan

N o l




sctelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendas: Analis
Hukum berups apa bentuk produk hukum yang ditentukan. Bentuk produk
hukum dalam rangks penyempurnaan terhadap produk hukum tersebut
dapat berupa:

1.
2,
3.
4.
5.
6.

'll

Pencabutan; atau

Pencabutan dengan penggantian peraturan sejenis yang baru, atau
Pencabutan dengan penggantian peraturan jenis yvang lan, misalnya
peraturan di atas atau di bawahnya; atau

Pencabutan dengan simplifikasi dengan peraturan perundang-undangan
lainnya; atau

Perubahan; atau

Tetap dipertahankan.

Hasil Pembobotan/Penilaian Peraturan Perundang-undangan atau
Produk Hukum Lainnya.
Identifikasi Hasil Pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari satu
peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, dalam hal ini yaitu
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan
pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, yvaitu
sebagai berikut:
1. Dimensi Pancasila:
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan pemerintah Desa dan  Tunjangan Badan
Pemusyawaratan Desa, tidak memiliki temuan muatan materi dan
Pasal yang bertentangan dengan Dimens: Pancasila,
Justru adanya Perbup ini merupakan wujud hadirnya Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, penegakan kebijakan dalam penyusunan APBDes vang
scjalan dengan Pancasila dan UUD 1945,
Kriteria » Tidak Ada Temuan, Bobot = 0, Konversi Nilai Bobot
dalam skala 0 s.d. 100 = 0.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 48
tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa
dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, tidak ads temuan
muatan materi Pasal yang bertentangan dengan Dimensi Ketepatan
Jenis Peraturan Perundang-undangan,

Kriteria = Tidak Ada Temuan, Bobot = 0, Konversi Nilai Bobot
dalam skala 0 s.d. 100 ~ 0.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan:
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 48
tahun 2022 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa
dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa,



Temuan atas Pasal-pasal ini sebenarnya temuan penggunaan istilah
“purna bakti" dalam Perbup, bahwa Istilah Purna Baku tidak sesual
dengan Undang - Undang No 3 Tahun 2024 Pasal 62 huruf [ yang
berbunyi Pemberi “Puma Tugas® satu kali dalam bentuk uang bagi
BPD (serta kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya) setelah selesai
menyelesaikan tugasnya sebagai bentuk penghargsan.

Kriteria = Temuan Banyak Dampak Kecil, Bobot = 3, Konversi
Nilai Bobot dalam skala O s.d. 100 = 60.

. Dimensi Kejelasan Rumusan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 48
tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa
dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa memiliki 9 temyuan
dampak_minor muatan materi Pasal yang kurang scsuai dengan
Dimensi Kejelasan Rumusan dari total 9 (sembilan} Pasal yang telah
ada.

Temuan atas Pasal-pasal ini sebenarmya temuan penggunaan istilah
“Purna Bakti® dan menyisipkan beberapa definisi dan menyisipkan
di dalam pasal yang telah adadalam Perbup namun masih
diperbolehkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut,
Kriteria = Temuan Banyak Dampak Kecil, Bobot = 3, Konversi
Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 60.

_ Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-
undangan yang Bersangkutan:

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 48
tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa
dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, tidak memiliki temuan
muatan materi vang bertentangan dengan Dimensi Kesesuaian Asas
Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan.
Kriteria = Tidak Ada Temuan, Bobot = 0, Konversi Nilai Bobot
dalam skala 0 s.d. 100 = 0.

. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan:
Dari analisis dan identifikasi setidaknya 8 (delapan) aspek
isu/permasalahan efektivitasnya, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2019 scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga
Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang tentang Besaran
Penghasilan  pemerintah  Desa  dan  Tunjangan Badan
Pemusyawaratan Desa, terdapat 6 (enam) aspek efektivitasnya
terpenuhi, dengan 2 (dua) aspek efektivitasnya belum terpenuhi
schingga terkategori sebagai produk hukum yang cukup efektif
dan bermanfaat. Dari sisi temuan Pasal yang tidak efekuf, hanya
ditemukan | (satu) muatan materi Pasal yang secara kenyataannya
tidak efektif karena tidak dapat dijalankan yaitu Pasal 29 Aval (1)
yang mengatur adanya persyaratan teknis aksesibilitas yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur,




Namun dari hasil penelusuran, ternyata muatan maten tersebut juga
telah diatur pada level Peraturan lebih tinggl yaitu Peraturan Menten
teknis terkail sehinggs untuk aksinya tetap dapat dilskukan dengan
mengacu kepada juknis tersebut

Kriteria = Temuan Sedikit Dampak Tidak Ada, Bobot = 1,
Konversi Nilai Bobot dalam skala 0 s.d. 100 = 20.

Selanjutnya, perhitungan Hasil Pembobotan nilai hasil analisis seluruh
pasal dari suatu peraturan perundang-undangan terscbut secara
kesclurubhan tertuang dalam TABEL 2. Pembobotan Rekomendasi
Umum Peraturan Perundang-undangan (Tabel Pembobotan Nilai
Dimensi) sebagaimana TERLAMPIR.

F2. Interpretasi Akhir Hasil Pembobotan/Penilaian  Peraturan
Perundang-undangan atau Produk Hukum Lainnya.

| Sesual TABEL 2. Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan

Perundang-undangan, ternyata Rentang Nilai Akhir dari

Pembobotan 6 (enam) Dimensi adalah sebesar 22, schinges

dikategorikan penyempumaan terhadap produk hukum tersebut

Tidak Mendesak (Less Urgent): masih depat dipertahankan namun

menjadi catatan, Jika akan diadakan perubahan.
2. Jika akan diadakan penyempurnaan terhadap produk hukum

tersebut, maka bentuk yang dapat digunakan yaitu dalam bentuk
produk hukum Pencabutan dengan penggantian peraturan sejenis
yang baru, scsuai dengan perumbangan teknis sistemstika dari
Pembentuk  Perundang-undangan atau  Perancang  Peraturan
Perundang-undangan

Hal ini dilakukan sesuai penjelasan dan sistematiks pembentukan
perundang-undangan dalam Bab 1, Kerangka Peraturan Perundang-
undangan, Angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan  Perundangundangan  (lihat
halaman 72), yang menyatakan bahws jika suatu  perubahan
Peraturan Pcrundang-undg_nga_n nwngg_lgwwmmran

-und lima pulub

maka PQM tersebut iebih ba_.lk dicabut dan disusun kembali
dalam Peraturan Perundang-undangan yang bary mengenai masalah

terscbut”

F. Kesimpulan/Rekomendasi
1. Kesimpulan
a) Sejak dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD dan telah
dua kali mengalami perubahan yang diatur di dalam Perbup nampak
sckali masih relevan dan operasional atas peraturan int masih
terlaksana secara nyata dan secara berkesinambungan.

b) Sasaran utama dan tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan P
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan




c

Pemenintah Desa dan  Tunjangan BPD vaitu  meningkatkan
kesejahteraan dan motivasi kinerja aparatur pemerinish desa di
kabupaten Bangkn secarn nyata telah dapat diwujudkan. sehingga
dalam hal imi dapat dinyatakan bahwa Peraturan Bupat Nomor 36
Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan
Tunjangan BPD tersebut berjalan dengan efektif,

Hasil Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang.
undangan dalam hal ini dalam hal ini Peraturan Bupat Nomor 56
Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan
Tunjangan BPD, ternyata Rentang Nilai Akhir dari Pembobotan 6
[¢enam) Dimensinya adalah sebesar 22, sehingga dikategorikan
penyempurnaan atau perubshan/penggantian terhadap produk

hukum tersebut Tidak Mendesak (Less Urgent): masih dapat
i n menjadi  catatan,  jika I

perubahan. Jika akan diadakan penyempurnaan terhadap produk
hukum tersebut, maka bentuk yang dapat digunakan yaitu dalam
bentuk produk hukum Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah
Desa dan Tunjangan BPD,

Bahwa selama Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, rtelah
dilakukan perubahan dua kali yaitu Perubshan pertama adalah
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 dan Perubahan Kedua adalah
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 maka Perbup ini masih dapat
dipakai karena masih relevan dengan kondisi saat ini dan tdak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, mengikuti Undang - Undang Desa Nomor 6 Taun 2014 tentang
Desa menyatakan bahwa Kepala Dess dan  Perangkat Desa
memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, selain penghasilan tetap,
kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber
pada APBD Desa.

Jika Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 48
tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah Desa
dan Tunjangan Badan Pemusvawarntan Desa akan dilakukan
perubahan ataupun dengan istilah pencabutan dengan penggantian,
maka  sekurang-kurangnya  perlu  penyempurnaan  dan/atau
penambahan terkait:

1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penganti dani
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 48
tahun 2023 tentang tentang Besaran Penghasilan pemerintah
Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan, dimana dani seg
nomenklatur ataupun penamaan (istlah) atas *Puma Baku *
penggunaan kata ataupun ragam bahasanya diubah sesuai UU No
23 tahun 2024 menjadi istilah “Purna Tugas®,




2) Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Penganti dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan
Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang tentang Besaran
Penghasilan  pemerintah  Desa dan  Tunjangan  Badan
Pemusyawaratan, agar mempedomani ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3] Perlunya penambahan-penambahan muatan materi baru atau
penyempurnaan-penyempurnaan maupun perubshan-perubahan
subtansi atou materi muatan yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan keselarasan dengan aturan-aturan dalam perundang-
undangan yang lebih tingg di antaranya:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaiman telah beberapa kali diubha terkahir dengan
Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

¢, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang
pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa;

d, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang
Badan permusyvawaratan Desa;

e, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
pengelolaan Keuangan Desa;

f. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Rekomendasi
o) Hasil akhir Analisis dan Evaluasi atas Peraturan Bupati Nomor 56

b)

Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan
Tunjangan BPD, ternyata rentang nilai akhir dari Pembobotan 6
fenam) Dimensinya adalah sebesar 22, schingga dikategorikan
penyempurnaan atau perubahan/penggantian terhadap produk
hukum tersebut Tidak Mendesak (Less Urgent): masih dapat

dipertahankan namun _menjadi catatan, jika akan diadakan
perubahan. Jika akan diadakan penyempurnaan terhadap produk

hukum tersebut, maka bentuk vang dapat digunakan yaitu dalam

bentuk produk hukum Pencabutan dengan penggantian peraturan
sejenis yang baru.

Dalam hal terdapat kelowongan dalam Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daecrah (Propemperkada) di tingkat Pemerintah
Kabupaten Bangka pada Tahun-Tahun berikutnva (Tahun 2025 ke
atas), dapat dilakukan perencanaan untuk memasukkan rencana
Pembentukan Perbup Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemernintah Desa dan




Tunjangan BPD, ke dalam daftar list rencana Program Pembentukan
Peraturan Daerah (Propemperkada) di masa mendatang.

Sungailiat, 10 Januari 2025 |

ANALIS HUKUH"AHU MUDA
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HIVIA SARI DEWI
Pembina/ IV.a
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TABEL 1. LEMBAR KERJA MATRIX EVALUASI 6 (ENAM) DIMENSI

atas

. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2023
tentang Besaran Penghasilan dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

merupakan wujud nyata
darl demokrasi di tingkat
desa, turpangan yang
memadal membantu
memastikan anggots
BPD dapat menjalankan
tuganya secara
indenpenden dan aptimal
tanpa terkendala
masalah finansial,

Desa, khususnya Pasal 2, 3 56,8 ( Tertuang
dalam Perbup 56 Tahun 2019), Pasal 4 yang
tertuang dalam Perbup No 80 tahun 2020 , dan
Pasal | dan pasal 7 | tertuang dalam Perbup 48
tahun 2023 tenang perubahan Kedus Perbup
No 56 tahun 2019 beserta lampirannya.

. No Pengaturan Dimenai Variabel Indikator Analisis Rekomondasi
1 | Esensi Materi Muatan Pancasila Keadilan soakal | 1. Adanya ketentuan Di dalam Peraturan Bupati Nomar 56 Tahun Sudah sesuai
Keselunihan Pengaturan yang memastikan adanys | 2019 tentang Besaran penghasilan Pemerintah | (masth sesuad)
imbalan yang adil atas Desa dan Tunjangan badan Permusyawaratan
peran dan tangaung Desa sebagimana telah beberapa kali diubah
Jawab anggota BPD tecakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48
dalam menjalankan Tehun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
fungsi pemerintahan Peeaturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 dan,
desa, yang mencakup khususnya Pasal 2 s.d. Pasal 9 telah tersirat
pengawasan, penetapan | dan tersurat bahwa pemerintak Desa berhak
PERDES, serta memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan
menampung dan ying bersumber dari ADD dan Tunjangan
menyalurkan aspirasi kinena yang bersumber darn pendapatan hasil
masyarakar, dacrah scbagai sasaran utama,
Pancasila Demckrasi 1. Adanya ketentuan Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun Sudah sesual
yang menyatakan 2019 tentang Besaran pengahasilan pemerintah | {masih sesuai)
keberadaan BPD Desa dan Tunjangan Bada Permusyawaratan




schingga proses

«  Pempelasan Umum

« Belwin itu jugs Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi
selain memerima penghasiian tetap, Kepala
desa dan Perangicat Desa menerima (unjangan
dan penerimaan lain yany sah.

= Tentunys hal bal di atas, dapat diakomodir
nlau dilaksanakan dengan adanya Payung
Hukum yang mempertiegas pengaturannya di
Daerah dengan Peraturan Bupati

= Karena di dalam FERBUP 48 Tahun 2023
perubahan Kedus atas peraturan Bupati

musyawarah dan
perwakilan suara rakyat
PR | dapat berjnian efektif
Pancanila Pemerataan Adanya ketentuun [ dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun Sudah sesuai
Kesejuhteruan | mendukung pemeratasn | 2019 tentung Besaran pengahasilan pemeriniah | (masth sesual)
kesejnhtersan bag Desa dan Tunjungan Bada Peemusynwaratan
perangknt dan unsur Deaa, Xhususnya Pasal 2, 3 56,8 | Tertunng
pemerintahaan di desa, dalam Perbup 56 Tahun 2019), Pasal 4 yang
mengurangu disparitas | tertuang dalam Perbup No 80 tahun 2020 , dan
pendapatan antars Pasal | dan pasal 7 ( tertuang dalam Perbup 48
pejabat dess dan apartur | tahun 2023 tentang perubshan Kedua Perbup
sipil negara di tinglat No 56 tahun 2019 beserta lnmpirannys
—tn — yung lebih tingg),
No Pengaturan Dimensl Varlabel Indikator Analinis Rekomendasi
"2 | Esensi Materi Muatan Ketepatan | Penveleggaran | - Tidak melampaul batas - Di dalam ketentuan Pasal 78 ayst (1) Sudah sesunl,
| Keseluruhan Pengaturan, | Jenis tuges kewrnungan peraturan pemermniah Nomor 43 thhun 2014 | memang dapat
terulama memporhatikan | Peratursn prmbantusn Pemerintah Daerah tentang peroturan pelsksanann Undang - diatur dengan
anpek Perundang | (Kewenangan (Pemda) Undang nomor & tahun 2014 tentang Desa PERBUP
¢ Judal undangan delegati) < Mater muntan yang nebmnimuna telah beberapn kal: di ubah
*  Pembukann dimtur sesuul dengan termkhir dengan Peraturan pemneriniah Nomor | Tetap diatur
(Kaonideran yung dideleguniknn 11 tmhoun 2019 yang mengnmanahkan dengan PERBUP
menimivmng dan Dasar peraturan di atasnys Plmpinan don Anggots BPFD memepunyal hak | PERUBAHAN
Hukum mengngat) untuk memneperoleh tunjangan pelaksanann
Batsng Tubuh tugas dan fungei tunangan lan.




|
|

Penghasilan dan Tunjangan BFD belum
tertuang secara jelas tericut Pembenan

Nomor 56 Tahun 2019 g Besaran ) |

L | 1 | Tunjangan bags kepala Desa.
| Ketepatan | Jangkauan Perbup Prmerintah | D dalam I dalam Peraturun Bupst Nomor 56 | Sudah sesum
| Jeruw wilsyah | Kabupaten Bangka Tahun 2019 sebagsimana telah beberapa kaki di ‘ diatur dengan
| Pernturan pengaturan i Urusan Pemenntahan ubah terakhir denga Peraturan Bupat Nomor 46 | Perbup
- Perundang yang penggunanya di | tahun 2023 teniang Besaran penghaniian
undangan wilayah Pemerintah | pemenintah Desa dan Tunjangan BPD. Tetap distur den
' l Kabupaten Bangks khususnya Pasal | yung mengursikan definist | ada
‘| Kepuia Desa, Perangkat Desa, Badan pemmhhm
Permusyswaratan Desa, Penghasilan Tetap, Defenist dan
Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat Desa,, beberap pasal
| Turjangan Kedudukan BPD, penghasilan Tetap  yang berubah

-« Pasal 2 ditnmbakan syst untuk pengaturan

Bulan tertentu, Tunzangan kedudukan Bulan

| rtentu. Yang berlaku untuk semus Desa yang
berada di Wilayah kabupaten bangka.

« Pasal 2 ayat (1) di tambahkan huruf b nys

dengan kata nya dengan Penghasilan t=tap
Bulan tertenty

penghasilan bulan tetap bulan tertentu yang
bersumber pada ABPFD.

* Pasal 2 ayot 4 kata "Puma Baktl® di ubah
Purna Tugns® sesuni dengan aturas UU No 6
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 3 Tahun 2024 ug Perubahan
Kedua atas UL No 6 Tahun 2014,

* Pasal 3 di misipkan Kedodukan Bulan tertenty
yang bersumber pada APBD.

* Pasal 4 d| tuangkan tentang ketentuan
besaran Proporsi penghasilan tetap bulen
tertentu yang akan di berikan kepada
Pemerintah Desa yung tercantum dalam
Lampiran dan ditetapkan oleh SK Bupati
Bangka Sesuai dengan PP No 11 tahun 2019,

- Pasal 5 wajib ditambahkan seluin penghasilan




Pemerintah Desa di berikan tunjangan jabetan
dan tunjangan purma tugas berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan
memeperhatikan kemampuan keunngan desa
dan ketentuan pernturan perundang -
undangan,

« Pasal 7 ketentumn besaran Proporsl
Tunjangan kinerjo, tujangan kedudukan dan
tunjangan puma tugas BPD yang bersumber
dari APBD diatur dalam Paersturan Bupati imi
yang di tetapkan dalam SK Bupat: seseun)
dengnn PP Nomor 11 tahun 2019,

tetap dan penghasilan tetap bulenan tertentu, |

Analisis

Judul

Di dalam Di dalam Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di
ubah terakhir denga Persturan Bupati Nomor 46
tahun 2023 tentang Besaran penghasilan
pemerintah Desa dan Tunjangan BPD,

Karena Perbup 56 Tahun 2019 sebagaimana
telnh beberapa kals di ubah terakhir dengsn
Perbup 48 tahun 2023 ada perubahan beberapa
ketentuan Pasal maka akan dilakukan
perubahan ketiga maka Judu! hanya ada
penambahan kata *Perubaban Ketigs Atas
Perbup 56 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan pemerintah Desa dan Tunjengan
arD*

Berubah

Konsideran Menimbang

Sesuni dengan arnh kebijakun Nasional dalam
Ketentuan pasal 78 ayat [1) peraturan
pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Dess
sebagaimana telah bebernpa Kali diubah

terakhir denga Peraturan pemerintah nomor 11




—

[Tahun 2019 dan Ketentunn Pasal 82 ayat (1)

ying bertiunyl aelein menerima penghaniian
tetap, kepaln Desa dan Peranghkat Desa
menerima Tunjangan dan penermann lain yang
sah.

, serta dinamika hukum dan penyesuaian Atas
kebutuhan huksum yung ada di masae sekarang,
makn perlu penyesuainn nias Konsideran
Menimbang vang digunakan.

5 | Dasar Hukum Mengingat

Sesual dengan arah kebijakan Nasonal dalam
Ketentuan pasal 78 ayat (1) peraturan
pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa
webagaimana telnh bebermpa kali diubah
terakhir denga Peraturan pemerintah nomor 11
Tahkun 2019 dan ketentunn Pasal 82 ayat (1)
yang berbunyi selain menerima peaghasilan
tetap, kepala Desa dan Perangkat Desa
menerima Tunjangan dan penerimaen lain yang
s=ah,

serta beberapn perundang-undangan yang
luinnya, maka perly penyesuaian atas Dasar
Hukum Mengingst yang digunakan sepert|
pennmbaban peraturan Perundang - Undangan
seperti Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014
sebagaimana tefah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang
perubnban Kedun stas Undang - Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa,

tidak berubak,

BATANG TUBUH (Secara Umum)




[Pasal | 8.d. Pasal 9

“ Kejelasan | Kesesuonian | Xetentuan Umum: - khususnyn Pasal | yvang menguraikan definis| | Posal | yang
Rumusan dengan « Berisi batasan Kepula Desa, Perangkat Desa, Badan semula pada
sistematikn pengertian atau Permusyawsratun Dess, Fenghasilan Tetap, perbup 56
dan teknik definisl Tunjangan Kepala Desa dan Prangkar Dess,, | Tahun 2019 |
penyusunan | - Hertsl hal-hal lain yang | Tunjungan Kedudukan BPD, penghasilan s/d 9 defenini
. peraturan bersifat umum yang Tetap Bulan tertenty, Tunjangan kedudukan | untuk i
perundang: berlaku bagi pusal Hulan tertentu. perubahan
undargan atau beberapa pasal Pasal | telah mengalami perubshan dan keuga wajib
bertkutnya penambahan defenisi dalam Rancangan menambalan 8
« Ditulis dengan Peraturan Bupati tersebuyt | defenisi yang
sstematiks umum- tercantum dalam
Xhusus  Koloen unalisie.
2, Penggunaan | - Konsisten antar
| buhasa, ketentuan
' istilah, kata |« Teput
= Tidak menimbulicun
ambiguitas/ multitafsis
- Tegns
- Efiseen
» Mudah dipahami
* Tidak Subjekus
No Pongaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi
BATANG TUBUH (Secara Khusus) - Hal-ha! khusus yang perlu menjadi perhatian.

7 | Pasal | sd. Pasal @ fatau | Kejelasan Penggunnan - Konsisten antar - Penggunsan kata dan kalimat di dalam Pasal | s.d.
sesUal pengRiEran Rumusan bahasa, istilah, ketentunn pengganti Peraturan Bupati Nomor 56 Tabhun | Pasal 9 (atau
terbarunya) katn * Tepat 2019 scbagaimana telah bebernpa kali di ubah | sesuai

- Tidak menimbulkan terakhir dengan Pernturan Bupat Nomor 46 pengaturan

nmbiguites/ multitafsir | tahun 2023 tentang Besaran penghasilan terbarunya)

- Teghs pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, tidak di ubah

- Efisien khususnya Pasal 1 yang menguraikan definisi = Cuma ada

- Mudah ¢ipahami Kepaln Desa, Perangkat Desa, Badan beberapa

- Tidak Subjelktif Permusyawaratan Desa, Penghasilan Tetap, penambahn
Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat Desa,, pasal sesuai
Tunjangan Kedudukan BPD, penghasilan Peraturan




Tetap Bulan tertentu, Tunjangan kedudukan Perundang -
Bulan tertentu, Undangan yang
beriaku
yuitu*Perubahan
ketiga atas
perbup No 56
tahun 2019"
Pengnturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi
Pasal | s.d, Pasal 9 Disharmonl | Kewenangan Adanyn pengaturan Penggunann kata dan kalimat di dalam PERBUP ini
Pengaturan mengenal Kewenangan pengganti Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun sudah dilakukan
yang tidak 2019 sebagaimana 1eiah beberapa kali di ubah | perubahan
konsisten / saling terakhir denga Peraturan Bupati Nomor 46 kedua dengan
bertentangan antar Pasal | tahun 2023 tentang Besaran adanya
(dalom peraturan yang pemerintah Desa dan Tunjangan BPD, i dalam | penambahan
sama) PERBUP ini tidak ditemukan Adanya beberapa pasal
pengaturan mengenal kewenangan yang tidak yang disisipkan
konsisten/saling bortentangan antar Pasal PERBUP ind
(dsdam peraturan yang sama) periu dilakukan
perubahan
ketiga atas
Perbup No 56
tahun 2019
Pasal 1 s.d. Pasal 9 Ketepatan Penyelenggaraan | Maten muatan ﬁmnmrmmmmw& Jika PERBUP
Jenis tugan merupakan delegasi dan | melaksanakan delegasi dari peraturan di belum dilakukan
Peraturan pembantuan peraturan di atasnys atasnya, jugs tidak diteenukan adunys perubahan nisu
Perundang- | [kewenangan pengaturan yang bertentangan dengan dicabut dengan
undangan delegatify Feraturan Perundang-Undangan (PUV) vang penggantian,
lebih tinggi. maka PERBUP
ind masih refevan
Nmundcnpndimmhhukumyﬂmm untuk dipakai




ini memang jika akan diubah maksa periu
penyesuaian kemball

Namun hingga saat inj, secars umum
ketentuan yang ads di dalamnya masih relevan
dan dapat dipakal,

sampai ads
PenggAntinya,
karena tidak
bertentangan
dengan PUU
yang lebih tinggi

10

Pasal 1 s.d. Pasal 9

Efektivitas
pelaksanann
peraturan
perundang.
undangan

Aspek
operasional atau
Udaknva
Peraturan

= Pengaturan

dalam
peraturan tidak dapat

efeknul

* Penilatan dari seg)

peraturan
pelaksananya

- Dalam kenyatsannya, scjak diundangkannya

kesejahteraan dan motivas: Kinerja aparatur

pengamatan data di lapangan sbb:
I. Secarn  norma,  pengaturan-pengaturan

2. Perbup inmi cukup efekrifl dalam mendorong

Peraturan Bupati NKomor 56 Tahun 2019
tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan
BPD sebagaimana telah diubah beberapa kald
terkkhir dengan Perbup No 48 Tahun 2023,
secarn nysta untk meningkatikan

Desa di kabupaten bangka, dengan hasil

dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2019 sebagmimans telah beberapa kak
diubah dengan PERBUP No 48 tahun 2023
ini telah balk dan masih sejalan/selaras
dengan perundang-undangan yang lebih
unggl schingga keberadaannya/
eksistensinya tetap periu  dipertahankan
dengan sedikit penyempurmnaan (khususnya
yang terlihat mencolok yeaitu perubahan
Nomenkiatur untuk Pemberian Penghasilan
Tetap Aparatur Desa  dan Tunjangan
Aparatur Desa Tunjangan Puma
Tugas, Tunjangan Kedudukan BPD dan
Kinerja. namun pada tataran
[penerapannya) periu lagh

dan meningkatkan Kescjahieraan Aparatur
Perangkat Desa

Jika PERBUP
belum dilakukan
perubahan atau
dicabut  dengan
penggantian,

- maks Perbup ini

masih  relevan
untuk  dipakai
sampai ada

Karens masth
cukup efeknf,




- Secara umum, dapat disimpulkan bahwa
Peraturan Bupsti Nomor 56 Tahun 2019
sebagaimena telah beberape kali telah diubah
tezakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan
dan  tunjangan  BPD  gejquh  ini
pelaksanannnyn baik ity dan sspek tuivan
nembentukan persturan dasrah, operasianal,
Leban dan manfsat, Sumber Dnva Manusia
(SDM|, dan ketercepaian basdnva

secara
nyata telah cakup efektif

- Namun, walaupun telah cukup efektlf, ada
beberapa hal yang perfu menjudi perhatinn
dan catatan terutama penganggaran atasu
pendanaan  yang Dbelum begitu spesifik
(karens  masih  bersifat umum) sehinggn
diperlukan Peningkatan anggaran kegiatan
dan/atau  penyediasn anggaran kegatan
wecare wajer atau proporsional diKabupsten
bangka, terutama sekali pada Perangkat
Dacrah di antaranya:

# Dinss Pemberdayman Masvarakat Desa
Kabupaten Bangka, untuk meningkatkan
hadahmm aparatur perangkat desa

PErencanaan seperti
mnyn-plnn payung  hukum
Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati
terkait  penetapan  Proporsi besaran

dimasukan kedalam dokumen
Perencanaan.

¢, Badan Pengelolaan Pendepatan Keuangan
Anet Daerah Tett




Pemberian  Besaran  Penghasilan  dan |
Tunjangan BPD, BPPKAD menyiapkan
ketersedinan dana Anggaran;

Untuk mengoptimalkan Perbup inl maupun
penggantinya nanti, maka direkomendasikan
dalam aks perwujudan stas Perbup dimaksud

periu dilskukan oplimalisast di kntaranys:
Peningintan  anggaran kegiatan dan/atau
penyedman anggaran Keginlan secars Wajar
atay proporsianal di Kabupaten Bangka,
terutams  sckali pada Peranglat Daerah,

memeperoleh tunjangan pelaksansan tugas dan
fungal tunjangan lain sesual sertn  ketentuan
Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sefain menerima
penghamlan tetap, Kepals Desa dan Peranghkat
Desa menenma tunjangan dan penerimaan lain
yang sah peraturan Perundang - undangs, dan
Perundang-undangan lain-lalnnya, serta hal-hal
terkait muatan Jokal dacrah maka ketentuan-

seperti yang  telah  dijelaskan ¢ atas
sebelumnyn
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasl
11 | Kebutuhan Hukum Ketepatan Penjanbaran Mater| dalam rangka Seinng dengan kebijakan politikk dan dinamika | Agar materi
Jenis lebih fanjut mengatur lebah lanjut hukum yang terjadi dan waktu ke wakiu, dalam | muatan yang
(Penyisipan ketentusn Pernturan dan Peraturan | peraturan di stasnys upaya meningkatkan upays meningkatakan | tidak diperiukan
baru maupun Pesal-Pasal | Perundang: | Perundang- yang membutuhkan keseatersan Aparatur Perangkat Desa) yang | lagi DIHAPUS,
baru| terhadap Pasal undangan undangan muatan lokal daerah sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 78 ayat | sedangkan
cksssting Pasal | sd, yang lebin |10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 | terhadap
Pasal 9 tinggi tentang Permturan  Pelaksanaan Undang - | kebutuhan
[Kewenangan Undanag Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa | hukum baru
delegatdl) scbagaimana  telah  beberapa  kali  diubah | yang belum ada,
terakhir dengn Peratumnn Pemerintah Nomor 11 | agar
Tahun 2019 yang mengamanahkan Pimpinan | dimasukkan ke
dan  anggota BPD mempunysi hak untuk | dalam Perbup
Perubahunnys




ketentuan terbary tersebut perlu diakomedir di
dalam Perbup Perubahannya di masa
l_ mendatang.
{ Penetapan dan . - . Sudah sesuai
| Pengundangan
P!nk‘lllﬂ . : PERBUP
tersebut tidak
memiliki
penjelasan.
D1 Susun Oleh: Mengetahui:
ANALIS HUKUM AHLI MUDA, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA UPATEN BANGKA
HIVIA SARI DEWI S H. SRi ELL SH.
Pembina / [V.a Pembina Tki/IV.b

NIP. 19770325 200604 2 003 NIP. 19741008 200501 2 007




TABEL 2. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(TABEL PEMBOBOTAN NILAI DIMENSI)
atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Besarun Penghaslan Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD

| ’ T 1‘._,.,_~_T_~ = T— - 1
! Dimensi Dimensi = Dimeosl Dimensi Dimensl Akhir Nilai ‘
Peraturan Dimensl | ' ‘ ! Sifat
| Ketepatan Potensi Kejelasan Kesesusian Efektivitas
No Pancasila ' { (100%)
Perundang-undangan Jenis PUU  Disharmonl | Rumusan Asas  Pelaksansan ‘ Rekomendasi
- _—— 4 _—— -—— ?- -_—
‘ 30% 10% 20% 10% 10% | 20% l |
+ ————— s — . - -_L__ JURY SE- e — + - ——
1 Proatunan Bupan Nomer 0 o 3 3 0 1
8 Tubur e
schagammana teiah (Nalai NIl (Nila | (N (Nilal (Nilas
:::’:::::‘"m Konverss «  Konversi = = Komversi = | Komverss = | Konversi = | Komersd = .
Peraturan Bupats Notset o 0 60 | o o 20
48 tahun 203 tenuang 1
Besaran Penghasian .
dan Tur.angan BPO e | B " :
1 Tidak Mendesak (Less
Perhitungan Nilai Bobot 0 x 30% Ox10% | 60x20% | 60x10% Ox10% 20x20%  [0°0+12:6+044)  Urgentk I
o & = masih dapat diperahankan
per Dimensi & ] =0 12 "6 0 | B =22 | rawun menjadi carman. i
N akan dindakan perubahan
Disusun oleh Mengetahus
ANALIS HUKUM AHLU MUDA KEPALA BAGIAN HURKUM DAN HAM
SETDA KN ATEN BANGRA
HIVIA SAR!I DEWL SH SRI | S SH
Pembina Na Pembmna Tk 1/ IV.b

NIP. 19770325 200603 2 003 NIP. 19741008 200501 2 007



